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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang 

terdiri 13.677 pulau berciri nusantara yang di satukan oleh wilayah perairan dan 

udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang di tetapkan oleh 

Undang-Undang. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

mewujudkan Wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional di 

perlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, 

mempererat hubungan atar bangsa, dan memperkukuh kedaulatan Negara.
1
 

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama 

dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana 

guna menunjang mobilitas masyarakat barang dan jasa dari suatu tempat ke 

tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan, salah satu alat angkut modern saat 

ini yaitu alat angkut udara, dimana kegiatan dengan menggunakan pesawat udara 

untuk mengangkut penumpang dari satu bandara ke bandara lainnya. 

Pengangkutan udara memainkan peranan-peranan dalam perkembangan 

perekonomian suatu Negara, karena pesawat terbang merupakan transportasi 
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yang secara keamanan dan kenyamanan sangat berkualitas dalam hal pelayanan 

kepada penupang jika aturan dan standart operasional prosedur dari hukum 

penerbangan benar-benar di lakukan sesuai prosedur yang berlaku. 
2
 

Secara filosofis di dalam sebuah penerbangan pihak maskapai dan 

penumpang melakukan sebuah perjanjian yang dimana perjanjian itu berlaku 

sejak di belinya tiket angkutan udara oleh penumpang. Undang – undang 

memberikan hak kepada setiap orang untuk siecara biebas miembuat dan 

mielaksanakan pierjanjian sielama miemienuhi unsur-unsur yang di siebutkan dalam 

pasal 1320 KUH Pierdata. Pihak dalam pierjanjian biebas dalam mienientukan 

aturan main yang mierieka kiehiendaki dalam pierjanjian (asas kiebiebasan 

bierkontrak) yang tierdapat pada pasal 1338 KUH Pierdata.  

Dalam hal ini sietiap pihak yang miengadakan pierjanjian siepanjang isi 

pierjanjian tiersiebut tidak biertientangan diengan prinsip-prinsip hukum yang 

bierlaku, tidak mielanggar kiesusilaan dan kietiertiban umum (pasal 1337 KUH 

pierdata.
3
 Namun sayangnya dalam pierjanjian baku tikiet pienierbangan ini tielah di 

tientukan syarat-syaratnya olieh pihak pienierbangan tanpa adanya prosies niegosiasi 

diengan pihak calon pienumpang.  

Fungsi tikiet pieumpang sangat bierkaitan diengan pasal 141 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tientang Pienierbangan yang miengatur tientang 

                                                 
2
 Rietno Piuspaindairi,(2017)Tainggiung Jaiwaib Pieriusaihaiain Jaisai Pienierbaingain Tierhaidaip Kiecielaikaiain 
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tanggung jawab piengankutan yaitu untuk piembierian ganti kierugian jika tierjadi 

kiecielakaan.
4
 

Kiekhawatiran tiersiebut tierjadi pada piesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di 

Tanjung Pakis, karawang pada 29 oktobier 2018. Piesawat diengan rutie Jakarta 

mienuju Pangkal Pinang di nyatakan hilang kontak pada pukul 06.30 WIB. 

Piesawat Lion Air JT-610 kiemungkinan jatuh kie laut pasca liepas landas di 

Bandara Intiernasional Soiekarno Hatta Tangierang. Jumlah pienumpang 

kiesieluruhan di dalam piesawat ada 189 biesierta awak kapal. Dalam pierspiektif 

idieal sieharusnya kiecielakaan piesawat tierbang di iera kiecanggihan industri piesawat 

tierbang, kiedirgantaraan, dan ilmu piengietahuan modiern yang mampu 

miempriediksi kieadaan iklim dan cuaca siehingga miemungkinkan piesawat tierbang 

tierhindar dari kiecielakaan.
5
 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tientang Pienierbangan 

tierdapat kiewajiban yang harus di pienuhi olieh piengangkut siepierti :  

1. Mienyiapkan alat angkut yang layak untuk tierbang  

2. Mienyiapkan awak piesawat 

3. Miemuat, miembawa, mienurunkan pienumpang diengan sielamat 

4. Maskapai pienierbangan bierkiewajiban miengalihkan siebagian tanggung 

jawabnya kiepada pierusahaan asuransi 

                                                 
4
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Undang-Undang Pienierbangan pasal 141 ayat (1) mienyatakan 

piengangkut biertanggung jawab atas kierugian pienumpang yang mieninggal 

dunia, cacat tietap, atau luka-luka yang diakibatkan kiejadian angkutan udara di 

dalam piesawat dan/atau naik turun piesawat udara. (2) mienyatakan apabila 

kierugian siebagaimana yang di maksud pada ayat 1 timbul kariena tindakan 

siengaja atau kiesalahan dari piengangkut atau orang yang di piekierjakannya, 

piengangkut biertanggung jawab atas kierugian yang timbul dan tidak dapat 

miempiergunakan kietientuan dalam Undang-Undang untuk miembatasi tanggung 

jawabnya. Undang-Undang ini miendorong prinsip norma samar, yang 

mierupakan standarisasi tieknis, prosiedur, dan pieraturan yang di sietujui olieh 

Badan Kieamanan Pienierbangan Indoniesia (BKPI) untuk mieningkatkan 

kieamanan, kiesiehatan, dan aspiek lingkungan hidup tierkait batasan tanggung 

jawab pilot. 

Aspiek yuridis dalam pielaksanaan pierjanjian piengangkutan udara ialah 

soal tanggung jawab untuk miengganti kierugian yang di alami pienumpang, 

akan tietapi dalam pielaksanaannya pienumpang miengalami kiesulitan untuk 

miempierjuangkan hak-haknya siebagai konsumien. Siehubungan diengan hal 

tiersiebut maka pierlu adanya upaya piembierdayaan konsumien yang 

mienggunakan jasa transportasi udara olieh bierbagai pihak yang kompietien. 

Olieh kariena itu piemierintah siejak tanggal 20 april 1999 miengieluarkan 

instrumient Pierundang-undangan yang miempunyai dimiensi untuk mielindungi 
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masyarakat, yaitu diengan bierlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tientang Pierlindungan Konsumien.
6
 

 Prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tientang 

Pierlindungan Konsumien, tidak siemata-mata miembierikan pierlindungan 

kiepada konsumien saja tietapi miembierikan pierlindungan kiepada masyarakat 

pada umumnya. Siecara tieoritis hubungan hukum mienhiendaki adanya 

kiesietaraan di antara para pihak, akan tietapi dalam praktiknya hubungan 

hukum tiersiebut siering kali bierjalan tidak sieimbang tierutama hubungan hukum 

antara konsumien dan produsien, hal ini pun tierjadi antara konsumien atau 

pienumpang diengan piengangkut pada transportasi udara.  

Fienomiena kiecielakaan piesawat tierbang tientunya ada pihak yang di 

rugikan tierutama para pihak kielurga dari korban kiecielakaan piesawat tierbang. 

Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tientang 

Pienierbangan. Dalam pasal 141 ayat 1 UU Pienierbangan mienyatakan bahwa 

piengangkut miemiliki taggung jawab atas siegala kierugian pienumpang. 

Kierugian tiersiebut miencangkup cacat tietap, mieninggal atau luka-luka yang di 

akibatkan fienomiena kiecielakaan pienierbangan baik di dalam piesawat atau 

prosies distribusi pienumpang di piesawat udara.  

Maskapai harus biertanggung jawab kariena pienumpang tielah 

miempiercayai maskapai tiersiebut siebagai alat transportasi yang di pilih dalam 

                                                 
6
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bierpiergian dari suatu tiempat kie tiempat lain dan juga mienjadi pilihan piengirim 

barang kariena piesawat tierbang adalah salah satu sarana transportasi yang di 

gunakan untuk miengangkut barang siecara ciepat dan massif diengan jarak 

tiempuh yang jauh.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik membuat 

skripsi dengan judul “Batasan Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas 

Kerugian Yang Di Timbukan Pilot Terhadap Penumpang” 

 

ORISINALITAS PENELITIAN 

Berikut ini adalah ringkasan dari banyaknya evaluasi temuan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang penulis rencanakan untuk dibahas 

dalam penelitian ini ” Batasan Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kerugian 

Yang Di Timbukan Pilot Terhadap Penumpang” 

No. Nama penelitian & 

instansi 

Judul & Tahun 

penelitian 

Rumusan Masalah 

1. Ahmad Zazili..SH. 

Instansi : Universitas 

Diponegoro 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Penumpang 

Pada Transportasi 

Udara Niaga 

berjadwal Nasional 

tahun :2021 

1. Bagaimana 

pengaturan 

mengenai 

perlindungan 

hukum 

terhadap 
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 penumpang 

pada 

transportasi 

udara niaga 

berjadwal 

nasional? 

2. Upaya 

hukum 

apakah yang 

dapat di 

tempuh oleh 

penumpang 

yang 

mengalami 

kerugian 

dalam 

kegiatan 

transportasi 

udara niaga? 

 



8 

 

 

 

2. Timothy Vito setiajaya  

Instansi : Universitas 

Udayana 

 

Analisis Yuridis 

Terhadap ganti 

kerugian kepada 

korban kecelakaan 

pesawat berdasarkan 

Convention Of 

Montreal.1999 (study 

kasus lion air JT-610) 

Tahun : 2019  

1. Bagaimana 

pengaturan 

mengenai 

ganti 

kerugian 

terhadap 

korban 

dalam 

kecelakaan 

pesawat 

berdasarkan 

konvensi 

montreal 

1999? 

2. Bagimana 

implementas

i konvensi 

montreal 

1999 kasus 

Lion Air JT-

610? 
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3. KATHERINE RUTH 

ULIBASA HUTASOIT 

Instansi : 

Fakultas Hukum Universitas 

Lampung 

TANGGUNG 

JAWAB 

MASKAPAI 

PENERBANGAN 

UDARA 

TERHADAP 

PENUMPANG 

YANG 

MENGALAMI 

KEHILANGAN 

BARANG (STUDI 

PADA PT 

SRIWIJAYA 

AIRLINES) 

1. Bagaimana 

proses 

penyelesaian 

klaim 

terhadap 

kehilangan 

barang PT 

Sriwijaya 

Airlines ? 

2. Bagaimana 

bentuk 

tanggung 

jawab 

maskapai 

penerbangan 

udara PT 

Sriwijaya 

Airlines 

terhadap 

penumpang 

yang 
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mengalami 

kehilangan 

barang? 

Analisis: 

Materi orisinalitas pertama yaitu : hukum yang diatur di dalam peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dikemuka di atas yang merupakan bentuk 

perlindungan hukum terhadap penumpang, yaitu perlindungan terhadap keselamatan 

dan keamanan penerbangan, penentuan mengenai tanggung jawab perusahaan 

pengangkutan udara untuk membayar ganti dalam hal terjadi kecelakaan pesawat 

yang berakibat kematian atau luka-lukanya penumpang, atau dalam terjadi 

kehilangan, kerusakan, musnahnya barang penumpang, serta tanggung jawab 

terhadap keterlambatan penerbangan. Dalam menentukan tanggung jawab perusahaan 

pengangkutan udara terhadap diberlakukan dua prinsip tanggung jawab 

pengangkutan, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak terbatas (strict liability) dan 

prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah ( rebuttable presumption of 

liability principles). Sedangkan materi orisinalitas yang ke dua menjelaskan tentang 

Pengaturan ganti kerugian di dunia Internasional yang sudah diatur dalam Warsaw 

Convention 1929, Chicago Convention 1944, Montreal Convention 1999. Konvensi 

Warsaw dan Chicago adalah konvensi yang masih menjadi titik acuan dari peraturan-

peraturan di Indonesia, sedangkan Konvensi Montreal 1999 sendiri telah Indonesia 
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ratifikasi pada tahun 2016 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana batasan tanggung jawab hukum perdata seorang pilot terhadap 

penumpang? 

2. Bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang yang 

di sebabkan pilot dalam kecelakaan pesawat terbang ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan 

penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah 

pada penelitiannya. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa 

yang hendak dicapai oleh peneliti. 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab hukum perdata seorang pilot 

dalam menjaga keselamatan para penumpangnya menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang 

yang di sebabkan pilot dalam kecelakaan pesawat terbang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Penulisan proposal skripsi ini di harapkan menjadi referensi tambahan 

dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai batasan dan 

pengaturan tanggung jawab hukum perdata atas kerugian yang di timbulkan 

pilot terhadap penumpang. 

b. Manfaat praktis  

Agar masyarakaat mengetahui tindak perdata di bidang penerbangan 

sehingga adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran 

tentang pertaggung jawaban pilot terhadap penumpang atas kerugian yang 

telah di timbulkan terhadap penumpang.  

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang 

cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). 

1.5.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah pienielitian hukum niormatif 

pienielitian hukum niormatif adalah pienielitian hukum yang di lakukan 

diengan mienieliti bahan pustaka. Penelitian normatif adalah penelitian 
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terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah 

untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar 

dalam hukum Pienielitian hukum niormatif atau kiepustakaan tiersiebut 

miencangkup :  

a. Pienielitian tierhadap asas-asas hukum sierta Peraturan Pierundang-

undangan 

b. Pienielitian tierhadap sistiematik hukum 

1.5.2 Piend iekatan Pien ielitian  

Piendiekatan yang di lakukan yaitu : Piertama, Piendiekatan 

Pierundang-undangan (statutie apprioach) yaitu piendiekatan yang dilakukan 

diengan mienielieah siemiua pieratiuran pieriundang-iundangan yang bierkaitan 

diengan piermasalahan (isiu hiukium) yang siedang di tieliti.  

Kiediua, Piendiekatan kionsieptiual (cioncieptiual apprioach) yaitiu 

piendiekatan yang bieranjak dari padangan-pandangan dan dioktrin-dioktrin 

yang bierkiembang dalam ilmiu hiukium. Pandangan/dioktrin akan 

miempierjielas idie-idie diengan miembierikan piengiertian-piengiertian hiukium, 

kionsiep hiukium, maiupiun asas hiukium yang rielievan diengan piermasalahan. 

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan H iukium 

Adapun yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam 

penulisan skripsi ini adalah:  

a. Bahan Hiukium Primier 
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Yaitiu bahan-bahan yang miempiiunyai kiekiuatan hiukium yang 

tierdiri dari pieratiuran pieriundang-iundangan yang bierhiubiungan diengan 

pieriumiusan masalahdan jiudiul skripsi yang di bahas, diengan mana 

mienggiunakan biebierapa iundang-iundang yang bierkaitan ierat dalam 

pieniulisan skripsi ini adalah : 

1. iUndang-iUndang Dasar 1945 

2. Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pierdata (KiUH Pierdata) 

3. iUndang-iUndang Niomior 1 Tahiun 2009 Tientang Pienierbangan 

4. Pieratiuran Mientieri Pierhiubiungan Niomior 77 Tahiun 2011 Tientang 

Tanggiung Jawab Piengangkiutan Angkiutan iUdara 

5. Pieratiuran Mientieri Niomior 38 tahiun 2015 Tientang Standar 

Pielayanan Pieniumpang Angkiutan iUdara Dalam Niegieri 

b. Bahan Hiukium Siekiundier 

Yaitiu bahan-bahan yang bierisikan infiormasi yang dapat 

mienjielaskan tientang bahan hiukium primier. Bahan-bahan siekiundier 

dapat bieriupa biukiu-biukiu hiukium. 

c. Bahan Hiukium Tiersiier 

Yaitiu bahan hiukium pieniunjiung yang miencangkiup bahan 

bahan hiukium yang miembierikan pienjielasan-pienjielasan maiupiun 

pietiunjiuk-pietiunjiuk tierhadap bahan hiukium siekiundier.  
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1.5.4 T ieknik Pien ieliusiuran Bahan Hiukium 

Dalam pienielitian ini tieknik pienieliusiuran bahan hiukium yang di 

piergiunakan adalah stiudi kiepiustakaan. Stiudi kiepiustakaan siegala iusaha yang 

dilakiukan iolieh pienieliti iuntiuk miengiumpiulkan infiormasi yang rielievan 

diengan tiopik ataiu masalah yang akan di tieliti diengan cara mienieliti bahan 

piustaka ataiu yang di siebiut diengan data siekiundier. Infiormasi itiu dapat di 

pieriolieh dari biukiu-biukiu ilmiah, lapioran pienielitian, artikiel, dan karangan 

ilmiah.  

1.5.5 Teknik Analisis Bahan H iuk ium 

Analisis bahan hiukium adalah siuatiu kiegiatan dalam pienielitian yang 

bieriupa mielakiukan kajian yang di bantiu diengan tieiori-tieiori yang tielah di 

dapatkan siebieliumya. Analisis bahan hiukium yang di giunakan adalah 

analisis dieskriptif kiualitatif.  

1.5.6 Diefinisi Kionsieptiual  

Bierdasarkan iuraian kierangka tieiori tiersiebiut, di jielaskan kionsiep-

kionsiep dasar atas istilah-istilah yang di giunakan dalam pienielitian ini agar 

di pieriolieh hasil pienielitian yang siesiuai diengan tiujiuan yang di tientiukan, 

antara lain :  

1. Tanggiung jawab mieriupakan tanggiung jawab siesieiorang tierhadap 

pierbiuatan yang mielawan hiukium. 

2. Kieriugian adalah kiondisi di mana sieiorang tidak miendapatkan 

kieiuntiungan dari apa yang tielah mierieka kieliuarkan (miodal). 



16 

 

 

 

3. Piliot adalah kaptien pienierbangan yang siudah di bioliehkan miemimpin 

piesawat tierbang. 

4. Pieniumpang mieriupakan iorang yang mienggiunakan jasa angkiutan iudara 

dan namanya tiercantium dalam tikiet yang di biuktikan diengan diokiumien 

idientitas diri yang sah dan miemiliki pas masiuk piesawat (bioarding 

pass). 

1.6 Sistiematika Pieniulisan 

Sistiematika pieniulisan adalah riencana siusiunan matieri yang akan di tiulis 

dalam pienielitian. Sistiematikan pieniulisan di giunakan iuntiuk miembierikan 

gambaran siecara garis biesar miengienai isi pienielitian yang akan di biuat iuntiuk 

miempiermiudah piembahasan. Sistiematika pieniulisan mieriupakan gambaran aliur 

bierpikir pienyiusiunan pienielitian. Adapiun sistiematika pieniulisan dari pienielitian ini 

adalah siebagai bierikiut : 

BAB I : PiENDAHiULiUAN 

Mieriupakan piengantar dari kiesieliuriuhan pieniulisan yang tierdiri dari 

latar bielakang, riumiusan masalah, tiujiuan pienielitian,manfaat 

pienielitian, mietiodie pienielitian dan sistiematika peniulisan 

BAB II : TINJAiUAN PiUSTAKA 

Mieriupakan bab tinjaiuan piustaka yang miembiuat iuraian tientang 

taggiung jawab piliot dalam mienjaga kiesielamatan pieniumpang,dan 

tanggiung jawab pihak maskapai pada saat tierjadi kiecielakaan. 

BAB III : HASIL DAN PiEMBAHASAN 
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Miengiuraikan hasil pienielitian dan miembahas tientang batasan 

tanggiung jawab hiukium pierdata sieiorang piliot dalam mienjaga 

kiesielamatan para pieniumpangnya mieniuriut iUndang-iUndang Niomior 1 

Tahiun 2009 tientang pienierbangan dan jiuga bagaimana piengatiuran 

hiukium pierdata tierhadap kieriugian pieniumpang yang di siebabkan piliot 

dalam kiecielakaan piesawat tierbang. 

BAB IV : PiENiUTiUP 

Dalam bab ini bierisi iuraian tientang kiesimpiulan dan saran-saran yang 

pierliu di sampaikan kiepada pihak-pihak yang bierkaitan ataiu 

bierkiepientingan diengan hasil pienielitian miengienai iUndang-iundang 

niomior 1 tahiun 2009 tientang pienierbangan. 


